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BUPAT] PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOK 1Y TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA
DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEMALANG,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dan Angearan Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintzh Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedus Atss Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menyebutkan
bahwa Bupati/Wialikota dapat membuat pedoman teknis
kegiatan yvang didanai dari Dana Desa;

bahwa berdasarkon pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Teknis FPenpgunaan Dana Desa di Kabupaten
Pemalang Tahun 2020}

Undang-Undang MNomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42},

Undang-Undang Momor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembuaran Negara Republik Indonesia Nomor
o495);

Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daecrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3387), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9



Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemeriniah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksarsan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor <1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558}, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 20114 tentang Dana Desa yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik  Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
>864);

Peraturan Pemerintab Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun

2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2020 |Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 19 Nomor 220);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1037},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 20158 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dessa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

Peraturan Menteri kKeuangan Nomor 205/PME.O7/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nemor 13 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah
(Lembaran Daerah Kebupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor
13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor & Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah |Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2010 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun
2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun
2015 tentang Pedoman dan Mekanisme Penyusunan
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Nomaor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun
2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3);
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12);
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun
2019 tentang Anggsran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah HKabupaten
Pemalang Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15);

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Desa berdasar Hak Asal-Usul dan



Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang
(Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);

21. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);

22, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPAT]I TENTANG PEDOMAN TEKNIS

PENGGUNAAN DAMNA DESA DI KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2020.

HAR |
KETENTUAN UMUM

Pasal @

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

¥

2.
%
4

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang,

Bupati adalah Bupati Pemalang.

Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Pemalang,

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemeriniahan dan
kepentingan masyarakat setempal dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagal
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat
APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pusat yang
ditetapkan dengan Undang-Undang,

Anggaran Pendapatan dan Belanjs Daerah yang selanjutnya disingkat
AFPBD adalah rencana keuangar tahunan daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja [esa, selanjutnya disebut APB Desa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
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Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat REUD adalah
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati
untuk menampung seluruh penernmaan daerah dan digunakan untuk
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank vang ditetapkan.
Rekening Kas Desa yvang selanjuinva disingkat RKD adalah rekening
tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa vang menampung sclurah
penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya
disebut RP.JM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk
jangka waktu 6 [enam) tahun.

Rencana Kerja Pemenntah Desa, yang selanjulnya disebut RKP Desa
adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
untuk jangka waktu 1 {satu) tahun.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara vang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daecrah Kabupaten dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan
masyarakat,

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran vang sclanjutnya disingkat SiLPA
adalah selisih lebih realisasi pencrimaan dan pengelusran anggaran
selama satu periode anggaran.

Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat
marginal /{miskin yang bersifal produktif berdasarkan pemanfaatan
sumber daya alam, tenaga kerja dan teknologi lokal dalam rangka
mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan
angka stunting.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya
disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya
mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan
keuangan Desa.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yvang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa
berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasakan sebagian
kekuasaan PKPKD.

Tim Pelaksana Kegiatan vang selanjuinya disingkat TPK adalah Tim yang
membantu  kasi/kaur dalam meclaksanakan kegiatan pengadaan
barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilaksanakan
sendiri oleh kasi/ kaur.

Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan vang selanjutnya disingkat TPHP adalah
Tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan
barang/jasa.



BARB [I
ASAS PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 2

Dana Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipasif serta
dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai ketentuan perundang-
undangan.

BAB 111
PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 3

Dana Desa digunakan untuk mendana pelaksanaan kewenangan berdasarkan
hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa vang diatur dan diurus
oleh Desa.

Pisal 4

(1} Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan  pembangunan, pembinaan  kemasyarakatan — dan
pemberdayaan masyarakat.

{2) Dana Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk
membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(3) Penggunaan bidang pembangunan setingm tngginya 75 % dan untuk
bidang pemberdayaan paling sedikit 25 % dan total Dana Desa.,

{4) Dana Desa digunakan untuk penanggulangan kemiskinan paling sedikit
15 % dari pagu.

Pasal 5

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi
afirmasi untuk kegiatan penanggulangan <emiskinan,

Pzsal H

Penggunaan Dana Desa untuk prioritas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4
avat {2) mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa yang dituangkan dalam APB
Desa.

Pasal 7
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di

Kabupaten Pemalang Tahun 2020 scbagaimana tercantum dalam Lampiran |
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupat: ini.
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BAEB [V
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Bagien Kesatu
Umurm

Pasal 8

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian
dari perencanaan Pembangunan Desa yang tidak terpisahkan dari
Prioritas Pembangunan Nasional.

Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan Desa bersifat
padat karya tunai.

Padat karva tunai sebagaimanea dimaksud pada ayat (2) dari kegiatan
pembangunan, untuk upah dibayarkan langsung tunai
(harian/mingguan) kecpada mesyarakat yang terlibat dalam rangka
memperkuat dayva beli, meningkatkan pertumbuhan ckonomi dan
kesejahteraan masyarakat di Desa.

Pazal 4

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan
program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masvarakat Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa
berupa:

peningkatan kualitas hidup;

peninghkatan kesejahteraan;

penanggulangan kemiskinan; dan

peningkatan pelayanan publik.

BN op

Pasal 10

Peningkatan kualitas hidup masvarakat Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (2) hurufl a diutamakan untuk membiayai

pelaksanaan program dan kegiaran di bidang pelayanan sosial dasar yang

berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan mesyarakat Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:

a. membiavai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan,

b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;

c. meningkatkan pendapatan e¢konomi bagi keluarga miskin; dan

d. meningkatkan pendapatan ash Desa.

Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(2) huruf ¢ diutamakan untuk:

a. melakukan verifikas: dan validas) pemutakhiran data kemiskinan;

b. membiayai program penanggulingan kemiskinan berdasarkan data
kemiskinan;

c. melakukan kepiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya
tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
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d. menyediakan modal usaha can pelatihan bagi masyarakat Desa yang
menganggur, setengah mengangsur, keluarga miskin; dan

e. melakukan pencegaban kekurangan gizi kronis, stunting, nsiko
kematian ibu melahirkan dan risiko kematian bayl lahar.

Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 9
ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program
bidang kesehatan, pendidikan dan sosial.

Pasal 11

Kegiatan pelayanan sosial dasar sehagaimana dimaksud dalam pasal 10

ayat (1) meliputi:

a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan
sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

lingkungan pemukiman;

transportasi;

ENergl;

informasi dan komunikasi; dan

sosial.

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan
sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan,
pemulihan serta peningkatan kualitas:

1. kesehatan dan gizi masysrakal; dan

2. pendidikan dan kebudayaan,

c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan
sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:

1. usaha budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau
perikanan untuk kelahanan pangan;

2. wusaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan
pasca panen;

3. usaha ckonomi budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau
perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi
dan pemasaran vyang difokuskan pada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan; dan

4. ketersediaan lumbung pangan.

d. pengadaan, pembangunan. pengembangan, serta  pemeliharaan
sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:

1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;

2. penanganan bencana alam; dan

3. pelestarian lingkungan hidup.

e. pengadaan, pembangunan. pengembangan, serta pemeliharaan
sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:

1. konflik sosial; dan

2. bencana sosial.

nall S

o

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan
prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalul Musyawarah Desa.
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Pasgal 12

Pelaksanaan program vyang bersifat lintas kegiatan  sebagaimana

dimaksud dalam pasal 10 ayat (2] huruf a meliputi:

a. pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan,

b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan
air kecil lainnya;

. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Desa;
dan

d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau
Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Pelaksanaan program vang bersifat lintas kepiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat {2) huraf a, huruf b dan huruf ¢ dapat menjadi

lavanan usaha yvang dikelola olch Badan Usaha Milik Desa atau Badan

Usaha Milik Desa Bersama,

Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sebagaimana

dimaksud pada ayat (2} dilakukzn sesuai dengan kewenangan Desa dan

diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 13

Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan  padat  karya tuna

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf ¢ dilakukan secara

swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam,

teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia di Desa.

Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dengan cara:

a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa;

b. meningkatkan pendapatan masvarakat Desa melalui pembayaran
upah vang dilakukan secara harian atau mingguan; dan

c. menciptakan lapangan kerja.

Pelaksanaan kegiatan padal karva tunal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Pasal 14
Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4}, vaitu:
a. perbaikan pgizi untuk pencegehan kekurangan gizi kronis dan
stunting;
b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat;
c. pencegahan kematian ibu melahirkan dan anak; dan
d. pencegahan penyvakit menular dan penyakit tdak menular.
Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), paling sedikit
meliputi:
a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
b. penanganan anak usia sekolah vang tidak sekolah, putus sekolah
karena ketidakmampuan ekonomi; dan
c. pengembangan kebudavaan Desa sesual dengan kearifan lokal.
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Peninglkatan pelayanan publik bidang sosial di Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4] yvaitu perlindungan terhadap kelompok
masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga
masyarakat berkebutuhan khusus.

Pasal 15

Prioritas Pengpunaan Dana Desa berdasarkan Tipologt Desa dan tunghkat
perkembangan kemajuan Desa

a. Bidang Pembangunan Desa:

1.

Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan

kegiatan pembangunan Desa pada:

a) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
infrastruktur dasar, dan

b)] pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur
ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan
pernasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha
ckonomi pertanian dan/atau perikanan berskala produktif, usaha
ekonomi pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan
dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan
dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau  produk
unggulan kawasan perdesasn.

Desa herkembang mempriontaskan kegiatan pembangunan Desa pada:

a) pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi;
dan

b) pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran.

. Pengadaan sarana dan prasarana d:gunakan untuk mendukung;

a) penguatan usaha ekonomi pertanian dan/atau perikanan berskala
produlktif;

b) usaha ckonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi
lainnya;

c¢) pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang
diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakal
Desa terhadap pelavanan sosial dasar dan lingkungan; dan

d) pengembangan dan pemelibaraan infrastruktur dasar.

. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan

pembangunan pada:

a) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur
ckonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan
pemasaran untuk mendukung perluasan/ckspansi usaha ekonomi
pertanian dan/atau perikanan berskala produktif, usaha ckonomu
untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk
unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

b} pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta
pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang
diarahkan pada wupaya mendukung peningkatan kualitas
pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial
dasar dan lingkungan; dan

¢) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.



b. Bidang Pemberdayaan Masyarakal Desa
1. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan
kegiatan pemberdayasn masyarakat Desa untuk meningkatkan
kesejahteraan ekonomi masyarakal Desa yang meliputi:

2.

a) pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui
penyertaan  modal, pengelolaan produksi, distribusi dan
pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan
usaha ekonomi lainnva yang difokuskan kepada pembentukan
dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk
unggulan kawasan perdesaan,

bl pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga
ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang
dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, pengelolaan
produksi, distribusi dan  pemasaran bagi usaha ekonomi
pertanian berskala produktil dan usaha ekonomi lainnya yang
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk
unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

¢) pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber
daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan

d) pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup
bagi masyarakal Desa secara berkelanjutan.

Desa Berkembang memprioritaskan  kegiatan  pemberdayaan
masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ckonomi
masyarakal Desa yang meliputi:

a) penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalu
penyertaan  modal, pengelolaan  produksi,  distribusi dan
pemasaran bagi usaha eksonomi pertanian berskala produktif dan
usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan
dan pengembangan produk unggulan Desa dan/fatau produk
unggulan kawasan perdesaan;

b) penguatan usaha ckoncmi warga/kelompok dan/atau lembaga
ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang
dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, pengeloiaan
produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian
berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan
kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

¢) penguatan dan pengembangan usaha ekonomi  melalui
pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi
tepat gpuna;

d] peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan
pembentukan wirausahawan di Desa; dan

¢) pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan
hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.

Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan

pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan

ckonomi masyarakat Desa yang meliputi:

al perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui
penyertaan modal, pengelolaan  produlksi, distribusi dan
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pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan
usaha ekonomi lainnya yvang difokuskan kepada pembentukan
dan pengembangan produk unggulan Desa danfatau produk
unggulan kawasan perdesaan;

b) perluasan usaha ekonomi warga/kelompok dan/atau lembaga
ckonormi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan vang
dikelola BUMDesa dan/atauy BUMDesa Bersama, pengelolaan
produksi, distribusi dan pemasaran bagl usaha ekonomi pertanian
berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan
kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

c] perluasan usaha ekonomi melalui  pendayagunaan sumber
daya alam dan penerapan tcknologl tepat guna;

d} peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan

e] perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan
hidup masyarakat Desa sccara berkelanjutan.

4, Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa
Maju dan Desa Mandini mempnontaskan kegiatan pemberdayaan
masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas
masyarakat Desa yang meliputi:
aj pengelolaan secara partisipat! kegiatan pelayanan sosial dasar di
bidang pendidikan, keschatan, pemberdayvaan warga miskin,
pemberdayaan perempuan dan anak; dan

b) pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat
Desa penyvandang disabalitas.

BAB V
ALOKAS| AFIRMASI

Pasal 16

Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status
Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk
miskin tinggi. Desa yang mendapatkan Alokasi Afirmasi  wajib
mempergunakan  Alokasi  Afirmasi  untuk  kegiatan  penanggulangan
kemiskinan.

Kegiatan penanggulangan kemiskian vang bersumber dari Alokasi Afirmasi
antara lain:

1. pelatihan keahlian dan ketrampilan kewirausahaan, yaitu pembekalan
keahlian untuk mengembangkan usaha secara mandir bagi warga miskin;

2. pendampingan kelompok usaha mula: pembentukan, pelatihan organisasi,
analisis potensi, pengusulan kegiatan usaha produktif, pelaksanaan
kegiatan, akses keuangan dan permodalan, hingga
pengelolaan/pemasaran hasil bagi warga miskin;

3. membangun prasarana pelatihan usaha dan keahlian kerja bagi warga
miskin;

4. membangun prasarana produksi bersama untuk produk dan komoditas
unggulan Desa;

5. mengembangkan sentra produksi dan pemasaran hasil warga miskin;
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6. mengembangkan bursa tenaga kerja terampil Desa yang berasal dar
warga miskin;

7. memfasilitasi akses keuangan, permodalan dan pasar bagli bursa
komoditas, produksi dan tenags kerja terampil Desa yang berasal dan
warga miskin;

8, mendorong pemerintah Desa menyediakan infrastruktur ekonomi
pendukung seperti: balai latthan kerja untuk peningkatan kapasitas
masyarakat miskin, sentra produksi dan pemasaran produk serta
komoditas sebagai hasil pengembangan oleh warga miskin; dan

9. kegiatan penanggulangan kemiskinan [ainnya yang sesual dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dzlam musyawarah Desa.

BAB VI
ALOKAS] KINER.JA

Pasal 17T

Alokasi kinerja adalah alokasi yang dihitung sebanyak 10% (sepuluh persen)
dari jumlah Desa, yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan
pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian pengeluaran
Dana Desa dan capaian hasil pembangunan Desa.

BaB VI
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 18

Ketentuan mengenai Tata Cara Penyaluran Dana Desa berpedoman pada
ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pembagian dan Penctapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di
Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020.

BAB VIl
PARTISIPAS] MASYARAKAT

Pasal 19

{1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan prioritas
penggunaan Dana Desa.
(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. menyvampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan
Dana Desa;

b. melakukan pendampingan Desa dalam menetapkan prioritas
penggunaan Dana Desa sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan/atau

¢. melakukan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa,

(3] Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, dapat
dilakukan melalui:

a. Badan Permusyawaratan Desa; dan

b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID] pada
Kementerian Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal dan
Transmigrasi.
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Penanganan pengaduan sebagmimana dimaksud pada ayat (3) dapat
diselesaikan dengan cara:
a. musyawarah yang difasilitas) oleh Badan Permusyawaratan Desa; dan
b. bergenjang mulai dari:

1. pemerintah desa;

2. pemerintah daerah kabupaten;

3. pemerintah daerah provinsi; dan

4. pemerintah,
Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat ([4)
dilaksanakan sesuai dengan kefentuan peraturan perundang-undangan.

BABH IX
PELAPORAN

Pasal 20

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian

keluaran Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.

Laporan realisasi penyerapan dan capaian  keluaran Dana Desa

sthagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin atas:

a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya dan Kepala Desa; dan

b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai
dengan tahap II.

BAB X
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 21

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD
dan capaian Dana Desa,

Bupati dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat [1) membentuk Tim Fasilitasi Dana Desa yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Tim Fasilitasi Dana Desa tngkat Kecamatan ditetapkan dengan
Keputusan Camat.

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan
Dana Desa.

Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan
pembangunan desa.

Pemantauan pembangunan Desa olch masyarakat Desa dilakukan pada
tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan
pembangunan Desa.

Pasal 22

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ditermukan sisa Dana Desa di
RKD, Bupati:
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a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD
tersebut; dan/ atau

b. meminta aparat pengawas fungsional daerah wuntuk melakukan
pemeriksaan,

BAB Xl
PENUTUP

Fasal 23
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Herita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 3 Maret 2020

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 3 Maret 2020

SEKEETARIS DAEREAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020 NOMOR 11

Salinan sesua dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

» M3

NIP. 19650273 199203 1 006



LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN TEENIS PENGOUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2020

PEDOMAN TEENIS PENGGUNAAN DANA DESA
DI KABUPATEN PEMALANG

TAHUN 2020

A. ASAS-ASAS PENGELOLAAN DANA DESA

1. Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan dengan asas:
a. transparan, semua ketentuan dan informasi mengenai pengelolaan

Dana Desa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh
masvarakat;

b. akuntabel, dapat dipertenggungjawabkan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yvang berlaku;

c. partisipatif, dengan melibatkan masvarakat;

2. Pengelolaan keuangan
terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa vang dituangkan dalam
Peraturan Desa tentang APH Desa,

B. PENGELOLA DANA DESA

Dana Desa merupakan bagian yang tidak

I.  Pengelola Dana Desa Kabupaten Pemalang terdiri dari:

1.

Tim Fasilitasi Dana Desa kKabupaten

Tim Fasilitasi Dana Desa Ksbupaten ditetapkan dengan Keputusan
Bupati dengan susunan sebagai berikut :

a. Penaschat

b. Pengarah
c. Penanggungjawab
d. Ketua

e. Sekretaris

f. Anggota

: 1) Bupati

2) Wakil Bupati

: Sekretaris Daerah.

1 Agisten Pemerintahan.

! hepala Dinas Pemberdayaan Masyvarakat
dan Pemerintahan Desa.

: kepala Bidang Pemerintahan Desa pada

Dinas  Pemberdayaan Masvarakat dan
Pemerintahan Desa.

: Perangkat Daerah terkait.

Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan,

Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan
Camat dengan susunan sebagai berikut ;



a. Ketua + Camat.

b. Wakil Ketua : Sekretaris Kecamatan.

. Sekretaris 1 Kepala Seksil Pemberdayaan Masyarakatl
Desa.

d. Anggota : disesuaikan dengan kebutuhan.

Pelaksana Kegiatan Dana Desa

a. Kegiatan Dana Desa dilaksanakan oleh PPRD yang dalam
melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Tim Pelaksana
Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan kegiatan pengadaan
barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat
dilakukan sendiri.

b. untuk pekerjaan yang dilaksanakan melalui swakelola, ditunjuk
1 (=atu) orang penanggungawab teknis pelaksanaan pekerjaan,
yang dianggap MAmpu ataul mengetahui teknis
kegiatan/ pekerjaan, serta dapat dibantu oleh personil yang
ditunjuk dan dinas teknis terkait danfatau pekerja (tenaga
tukang dan/atau mandor),

II. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

1.

o

TPK dibentuk oleh Kepala Desa melalui musyawarah Desa yang
dihadin oleh unsur masyarakat Desa dan dituangkan dalam berita
acara,

Pembentukan TPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

TPK scbagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) berjumlah gasal
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah Desa
(Kadus), unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur lainnya,
dengan susunan sebagai berkut;

1) Ketua

2) Sekretaris

3) Anggota

Dalam hal anggota TPK berhalangan tetap maka yang bersangkutan
diberhentikan serta kedudukannya diganti melalul musyawarah
Desa dan diutamakan dari unsur yang sama;

. TPK dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) sesuai dengan kebutuhan

Desa.

[lI. Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan (TPHP).

Kepala Desa dapat membentuk Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan sesuai
dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan latar belakang keahlian
vang dimiliki.

1.

TPHP dibentuk oleh Kepala Desa melalui musyawarah desa yang
dihadiri oleh unsur masyarakat desa dan dituangkan dalam benta
acara,

Pembentukan TPHP sebagnimana dimaksud pada angka |1
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;



3. TPHP sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) berjumlah gasal

sckurang-kurangnya 3 (tiga) orang antara lain dari unsur LPMD,
unsur Tenaga Pendamping Profesional, perangkat daerah terkait
dan unsur masyarakat vang menguasali hidang yang dipeniksa,
dengan susunan sebagai berikut:

1} Ketua

2} Sekretaris

3) Anggota

Dalam hal anggota TPHP berhalangan tetap maka vyang
bersangkutan diberhentikan serta kedudukannya diganti melalui
musyawarah desa dan diutamakan dar unsur yang sama.

TPHP dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) sesuai dengan kebutuhan
Desa.

Dalam hal pemeriksaan bersama Tenaga Pendamping Profesional
(TPP| infrastruktur maka hasilnya berupa dokumen sertifikasi,
sedangkan kegiatan non infrastruktur berupa dokumen benta
acara hasil kegiatan.

IV. Tugas Pengelola Dana Desa.

1.

Tim Fasilitasi Dana Desa Kabupaten mempunyai tugas :

a. menyusun  Peraturan Bupati  tentang Pedoman Teknis
Pengpunaan Dana Desa i habupaten Pemalang Tahun 2020,

b. melaksanakan sosialisas) kegiatan Dana Desa;

c. menetapkan Prioritas Penggunaan dan Besaran Dana Desa setiap
Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2020,

d. merckomendasikan penyaluran Dana Desa kepada Kepala KPPN
selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;

e. melaksanakan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan Dana Desa bersama dengan Tim Fasilitasi Dana
Desa Kecamatan;

f. memberikan supervisi kepada Desa;

g memfasilitasi pengaduan masyarakat dan mengoordinasikan
dengan Inspektorat;

h. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana
Desa kepada Bupati Pemalang melalui Sekretaris Daerah
Kabupaten Pemalang; can

i. memverifikasi wulang dokumen pernyvataan  permohonan
penyaluran Dana Desa.

Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan mempunyai tugas :

a. memberikan informas. Dazna Desa kepada seluruh Desa di
wilayah Kecamatan masing-masing;

b. memberikan bimbingan kepada PPKD dalam penyusunan
Rencana Penggunaan Dana (RPD) dengan berpedoman pada
RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa;

c. memberikan Fasilitasi kepada PPKD dalam mempersiapkan
dokumen dan kelengkapan administrasi penyaluran dan
pencairan Dana Desa;



. memverifikasi dokumen persyaratan usulan penyaluran Dana

Desa sesual dengan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun
2020,

. merekomendasikan usulan penvaluran Dana Desa dari Desa

kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa;

melaksanakan  pembinaan, pemantavan dan  evaluasi
pengrunaan Dana Desa kepada PPRD;

. membantu menyelesaikan permasalahan vang timbul di tingkat

Desa dan melaporkan kepada Tim Fasilitasi Dana Desa
Kabupaten; dan

.meneruskan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran

Dana Desa setiap tahap baik fisik maupun keuangan kepada
Bupati Cg. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa.

PPKD scbagai pelaksana kegalan mempunyal tugas :

A

b.

menyusun  dan mempersinpkan dokumen dan administrasi
penyaluran dan pencairan Dana Desa;

menyusun dan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan
barang/jasa yang meliput: spesifikasi teknis serta Rencana
Anggaran dan Belanja;

. melaksanakan pekerjean; kegiatan yang didanai Dana Desa

scbagaimana tertuang dalam Rencana Penggunaan Dana;

. menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK]/Surat

Perjanjian;

e. melaksanakan Kontrak dengan penvedia barang/jasa;

h.

mengendalikan pelaksanaan Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat
Perjanjian;

. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran

dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Desa setiap
bulan;
melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Desa.

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK| mempunyai tugas :

.
b.

.

b.

melaksanakan pemilihan dan menetapkan penyedia barang/jasa;
melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang /jasa
kepada Kepala Desa lewat PPKD;

. menverahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa

lewat PPKD dengan Berita Acara Penyerahan; dan

.menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh  dokumen

pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

. Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan (TPHP) mempunyal tugas ;

melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengadaan
barang/jasa.

melakukan pemneriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa
sesuai dengan  ketentuan  yang  tercantum  dalam  surat
perjanjian/Surat Perintah Kerja (vang mencakup kesesuaian
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jenis, spesifikasi teknis, jumlah fvolume ( kuantitas,
mutu/ kualitas, waktu dan tempat penyelesaian pekerjaan);

c. melakukan pemeriksaan hasil kegiatan;

d. membuat dan mendatangani Berita Acara Hasil Pemenksaan
Pekerjaan Bersama dengan PPEKD;

C. MEKANISME PENGAJUAN

 [F

Persyaratan pengajuan Dana Desa dari Desa sebagai berikut :
a. Tahap I (satu) 40%

1. Surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap [ {satu).

Surat permohonan penyeluran Dana Desa ditandatangani oleh
Kepala Desa ditujukan kepada Kepala KPPN Tegal selaku KPA
Penyaluran DAK Fisik den Dana Desa;

2.8urat Permohonan verifikasi persyaratan penyaluran Dana Desa
tahap 1 {satu) ditandatangani oleh Kepala Desa ditujukan kepada
Camat,;

3.Fotocopy Peraturan Desa  tentang APB  Desa wyang telah
diundangkar;

4. Rencana Penggunaan Dana vang ditandatangani oleh Kepala Desa
dan Sekretaris Desa terdiri dari :

a. 1 (satu) tahun = 100 %;
b. tahap I (satu) 40 %;
c. tahap Il ([dua} 40 %; dan
d. tahap Il (tiga) 20%.

5.Apabila terjadi perubahan jenis kegiatan maka harus dibuat
Perubahan Rencana Fengeunaan Dana, Perubahan Rencana
Penggunaan Dana harus melalui musyawarah desa dengan BPD
dan dibuatkan Berita Acara Perubahan, selanjutnya dituangkan
dalam Perubahan APB Desa,

6. Fotocopy Buku Rekening Kns Desa atas nama Pemerintah Desa
vang ditandatangani Kepala Desa dan Kaur Keuangan pada PT.
Bank Jateng, 3 rangkap;

7.Lembar konfirmasi pencrimaan penyaluran Dana Desa yang
ditandatangani Kepala Desa rangkap 5 (lima) asli 1 (satu) lembar
dan bermeterai Rp. 6.000,-;

8.Melampirkan Pakta Integritas yang ditandatangani olch Kepala
Desa bermeterai Rp. 6,000,

9 Surat pernyataan tanggungjawab mutlak penggunaan Dana Desa
tahun 2020 bermeterai Rp. 6.000,-

10. Surat pernyataan penggunaan Dana Desa tahap 1, I dan I tahun

2019; dan

11. Berita Acara Hasil Verifikasi berkas pengajuan permchonan

penyaluran Dana Desa tahap [ (satu) yang ditandatangani oleh
Camat.



b. Tahap II (dua) 40%

1. Surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I (dua).
Surat permohonan penyaluran Dana Desa ditandatangani oleh
Kepala Desa ditujukan kepada Kepala KPPN Tegal selaku KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;

2.5urat Permohonan verifikas) persyaratan penyaluran Dana Desa
Tahap I ditandatangani olch Kepala Desa ditujukan kepada
Carmnat,

3.Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
tahun anggaran scbhelumnyva;

4.Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
tahap | (satu) yang menunjukan realisasi penyerapan rata-rata
50% dan capaian keluaran rata-rata 33%;

5.Surat pernyataan Penggunaan Dana Desa tahap 1 (satu) tahun
2020;

6.Berita Acara Hasil Verifikasi berkas pengajuan permohonan
penyaluran Dana Desa Tahap 11 (dua) yang ditandatangani oleh
Camat; dan

7.Sertifikasi dan/atau Berita Acara pemeriksaan hasil kegiatan yang
ditandatangani Pendamping Desa dan diketahui Camat.

c. Tahap 111 {tiga) 20%

1.Surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap 111 (tiga);

2.8urat permohonan penvaluran Dana Desa ditandatangani oleh
Kepala Desa ditujukan kepada Kepala KPPN Tegal selaku KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;

3.8urat Permohonan verifikasi persyaratan pencairan Dana Desa
Tahap I1I {tiga) ditandatangani oleh Kepala Desa ditujukan kepada
Camat;

4 Laporan realisasi Dana Desa tahap Il (dua) yang menunjukan
realisasi penyerapan rata-rara 90% dan capaian keluaran rata-rata
7 59%:;

5.Berita Acara Hasil Verifikasi berkas pengajuan permohonan
pencairan Dana Desa Tahap I (tiga) yang ditandatangani oleh
Camat,

6. Surat pernyataan Pengzunaan Dana Desa tahap II (dua) tahun
2020,

7.Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun
anggaran sebelumnya; dan

8 Sertifikasi dan/atau Berita Acara pemeriksaan hasil kegiatan yang
ditandatangani Pendamping Desa dan diketahui Camat.
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D, MEKANISME PENYALURAN DANA DESA

Penyaluran Dana Desa dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

Kepala Desa mengajukan berkas permohonan penyvaluran Dana Desa
kepada Camat,
Camat selaku ketua Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan melakukan
verifikasi kelengkapan berkas permohonan penyaluran Dana Desa;
Setelah dinvatakan memenuhi syvarat oleh Tim Fasilitasi Dana Desa
Kecamatan, Camat selaku Ketua Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan
membuat Surat Rckomendasi kepada Bupati Pemalang Cq. Kepala
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selaku Ketua
Tim Fasilitasi Dana Desa Kabupaten Pemalang dengan melampirkan:
a. lembar konfirmasi rangkap 5 (lima) asl,]1 (satu) lembar bermeterai

Rp. 6.000,-;
b. berita acara hasil verifikasi vang ditandatangani olch Camat selaku

Ketua Tim Fasilitasi Kecamatan;
¢. rencana penggunaan dana

1). 1 {satu) tahun = 100 %,;

2). tahap 1 [satu) 40 %;

3). tahap I (dua) 40 %, dar

4). tahap I (tiga) 20%.

fotocopy Buku Rekening Kas Diesa (PT. Bank Jateng), 3 rangkap;
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
selaku Ketua Tim Fasilitasi Dana Desa Kabupaten menerbitkan surat
rekomendasi penyaluran Dana Desa kepada Bupati Cq Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Asct Daerah dengan melampirkan lembar
konfirmasi rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) lembar bermeterai Rp. 6.000,-;
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama
Bupati merekomendasi penyaluran Dana Desa ke Kepala KPPN Tegal
zelaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
PT. Bank Jateng setelah mencrima Pemindahbukuan Dana Desa dari
Rekening Kas Umum Negara memindahbukukan ke Rekening Kas
Desa.

E. WAKTU PERMOHONAN PENYALURAN

Penyaluran Dana Desa dibagi menjadi 3 {tiga) tabap -

1.

2,

3.

Tahap | (satu) paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni
sebesar 40% (empat puluh persen);

Tahap Il (dua} paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu
keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan

Tahap 111 (tiga) paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).



F.

PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL DANA DESA

Biaya operasional Dana Desa paling hanyak 5% (lima persen| per kegiatan,
digunakan antara lain :

1.

Biaya rapat-rapat meliputi musdes persiapan, musdes
pertanggungiawaban, musdes serah terima hasil pekerjaan;

2, Biaya penyusunan perencanaan meliputi survel lokasi, survei harga,
penyusunan desain dan RAB

3. Alat tulis kantor [ATK);

4. Biaya perjalanan dinas;

5. Biaya penggandaan dan cetak,

6. Biaya pengadaan/pembuatan Papan Informasi Dana Desa;

7. Biaya pengadaan/pembuatan Papan Proyek/kegiatan;

8, Biaya pembuatan/pengadaar prasasti (khusus pekerjaan konstruksi);

9, Honor TPK;

10. Honor TPHP.

PENENTUAN HARGA SATUAN

1. Besaran satuan harga berpedoman pada Keputusan Bupati Pemalang
Nomor 188.4/ 1014 /Tahun 2019 tangeal 29 Oklober 2019 tentang
Standar Satuan Harpa Kegiatan, Penpadaan  Barang/Jasa,
Pemeliharaan dan Honorarium di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pemalang Tahun 2020.

2. Dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya [RAB) dan pengadaan
barang/jasa, desa melakukan survei harga pasar setempat sekurang-
kurangnya di 2 [dua) tempat [divtamakan di wilayah Kabupaten
Pemalang), jika harga setempat melebihi ketentuan angka 1, Kepala
Desa dapat menctapkan Standar Harga Satuan berdasarkan hasil
survei dan musyawarah desa yvang ditetapkan dalam  bentuk
Keputusan Kepala Desa.

3. Desa dalam menyusun RAHE, harus sudah terinci dalam uraian
komponen bahan, alat dan upah tenaga kerja termasuk didalamnya
uraian tentang BOP.

4. Harga satuan sudah termasuk komponen pajak.

PENGENAAN PAJAK DAN BEA METERAI PADA PELAKSANAAN
KEGIATAN DANA DEBA

Pembelian/pengadaan barang vang senilan RBp. 1.000.000,- sampai
dengan Rp. 2.000.000,- harya dikenakan PPN sebesar 10 %. Sedang
untuk pengadaan barang semlsi diatas Rp. 2.000.000,- dikenai PPN
sebesar 10 % dan PPh Passl 22 sebesar 1,5 %, bag penyedia barang
vang ber NPWP, penyvedia barang vang tidak memiliki NPWP dikenakan
PPh Pasal 22 schesar 3 % dengan cara penghitungan sebagai berikut:
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- PPN : 10/110 X Nilai Nominal = X
- PPh Pasal 22 : 1,5 % x (Nilai Nominal - X} =Y
- PPh Pasal 22 - 3 % x (Nilei Nominal - X} =Y

2. Untuk pembayaran pajak melalun Nomor Pokok Wajib Pajak [NPWP)
penyedia barang/ toko/Kaur Keuvangan Desa;

Pengenaan pajak berupa honorarium, dikenakan pemotongan PPh
Pasal 21 sebesar 5 % bagl yang memiliki NPWP, sedangkan vang tidak
memiliki NPWP dikenakan PPh Pasal 21 sebesar 6 %, untuk
pembayaran pajak melalii Nomaor Pokok Wajpibh Pajak ([NPWP) Kaur
Keuangan Desa;

3. Pengenaan pajak jasa dan sews perlengkapan/peralatan dikenakan
PPh pasal 23 scbesar:

a. Kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah] PPh 2 % bagi yang
memiliki NPWP dan yangs tidak memiliki NPWP dikenakan PFPh
sebesar 4 %; dan

b. Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah} keatas dikenakan PPN 10 % dan
PPh 2 % atau 4 .

4. Pajak dibavar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Kaur Keuangan wajib melaporkan pajak-pajak yang telah dibayar
kepada Kantor Pelayanan Paak Pratama,

6. Pengenaan bea meterai pads pelaksanaan kegiatan Dana Desa, sesua
dengan Peraturan Pemerintah Hepublik [Indonesia Nomor 24 Tahun
2000 tentang Perubahan Tarif{ Bea Meterai dan Besarannya Batas
Pengenaan Harga Nominal yviang dikenakan bea meteral. Ketentuan bea
meterai dalam pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

a. transaksi sampai dengan nila: nominal Rp. 250.000,- [dua ratus lima
puluh ribu rupiah), tidak dikenakan bea meterai;

b. transaksi dengan nilai nominal lebih dari Rp. 250.000,- (dua ratus
lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- {satu juta
rupiah), dikenakan bea meicrai sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu
rupiah); dan

¢. transaksi dengan nilai nonunal lebih dann Rp. 1.000.000,- (satu juta
rupiah), dikenakan bea meieral scbesar Hp, 6.000,- (enam nibu
rupiahyj.

PENGADAAN BARANG/JABA

Untuk kegiatan pengadaan barengfjasa di desa berpedoman pada
ketentuan perundangan vang berlaku.

INDIKATOR KEBERHASILAN KEGIATAN DANA DESA

Indikator yvang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan kegiatan
Dana Decsa waitu ;
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I. Pengelolaan
a. transparan, tepat waktu, tepat sasaran, efektif dan efisien; dan
b. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan  dan
pelaksanaan pembangunan;

2. Penggunaan

a. kegiatan vang didanai Dana Desa harus sesual dengan perencanaan
yvang tercantum dalam RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa;

b. meningkatnya jumlah penerima manfaat |terutama dari kelompok
masyarakat miskin dan rentlan),

c. tingginya tingkat keswaduavaan dan partisipasi masyarakat dalam
mendukung penggunaan Dana Desa; dan

d. mampu bersinergl dengan program-program Pemerintah yang ada di
Desa.

K. PELAPORAN

l. Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan  untuk
mengetahui perkembangan proses kegiatan Dana Desa.

2. Laporan vang harus disusun oleh Desa yaitu Kepala Desa
menyampaikan laporan setizp Tehap realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa kepada Bupati Pemalang lewat Camat;

3. Camat meneruskan laporan realisasi penverapan dan capaian keluaran
Dana Desa sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) kepada Bupati Cq.
Kepala Dinpermasdes Kabuparen Pemalang.

4. Laporan dibuat secara berjenjang :

a, PPKD melaporkan pelaksanaan kegiatan Dana Desa kepada Kepala
Desa;

b. Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan Dana Desa kepada
Bupati lewat Camat; dan

c. Camat meneruskan pelaksanzan kegiatan Dana Desa kepada Bupati
Pemalang Cq. Kepala Dinpermasdes Kabupaten Pemalang dengan
tembusan Kepala BPKAD Kabupaten Pemalang, berupa ;

1) Laporan bulanan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa;
2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
sctiap tahap; dan
3) Laporan akhir realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana
Desa
5. Laporan Perkembangan kegintan Dana Desa secara transparan supaya
dapat diketahui masyarakai vang dipasang pada papan informasi.
6. Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana
Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD dengan
Bupati paling lambat akhir bulan Juni 2020.



7. Kepala Desa menyetorkarn kumulatif sisa Dana Desa tahun

anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD ke RKUD paling
lambat akhir bulan Juli 2020.

L. PERTANGGUNGJAWABAN

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dana Desa
disusun Kaur Keuangan setelah bukti-bukti Surat Pertanggungjawaban
(SPj) di verifikasi oleh Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan;

. Apabila dari hasil verifikasi 5/ ditemukan adanya ketidaklenghkapan

bukti pengeluaran keuangan maka Kaur Keuangan wajb
melengkapinya;

Surat Pertanggungiawaban (5P} kegiatan Dana Desa dibuat 2 (dua)
rangkap untuk :

a. Desa; dan

b, Tim Fasilitasi Dana Desa kecamatan.

M. PENGAWASAN

Pengawasan pelaksanaan kegiatan Dana Desa dilakukan oleh:

a. pengawasan langsung yaitu pengawasan dari masyarakat dan BPD
berupa kritik dan saran serta laporan yang membangun,

b. pengawasan dilakukan oleh Aparat Pemerintah yang mempunyai
tugas dan tanggung jawab membina vaitu Tim Fasilitasi Kabupaten
dan Tim Fasilitasi Kecamatan sesual dengan ketentuan vang
berlaku; dan

c. pengawasan Internal dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

Jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa,
maka penvelesalannya dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari
Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten,

N. PENUTUP

Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Pemalang Tahun
Anggaran 2020 imi disusun untuk dijadikan sebagai pedoman bagi
Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan yvang terlibat dalam
pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Pemalang,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM BUPATI PEMALANG,
SETDA KABUPATEN PEMALANG
Cap
ttel

JUNAEDI
MIP. 19650218 199203 1 006



LAMPIEAN 11
PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2020

DAFTAR KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

A. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan
Sarana Prasarana Desa

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:

1

a.

B - R -

TeAgrET IR

pembangunan dan,atau perbaikan rumah untuk warga
miskin;

penerangan lingkungan pemukiman;

pedestrian;

drainase;

tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke
rumah penduduk;

alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;

SUMUr resapan;

selokan/saluran pembuangan air imbah (SPAL);

tempat pembuangan sampah;

gerobak sampah;

kendaraan pengangkut sampah;

. mesin pengolah sampah;

pembangunan ruang terbuka hijau;

pembangunan bank sampah Desa; dan

sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya vang sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah
Desa.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana prasarana transportasi, antara lain;

.

Smeean g

T iy
4 H

k.

perahu/ketinting bagi Desa-desa di kepulavan dan
kawasan DAS;

tambatan perahu;

dermaga apung;

tambat apung (buoy);

jalan pemukiman;

jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
jalan poros Desa;

jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
jembatan Desa:

EOTONE-gOrong;

terminal Desa; dan



b

[. sarana prasarana transportasi lainnya vyang sesual
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan,
gsarana dan prasarana energy, antara lain:

pembangkit listrik tenags mikrohidro;

pembangkit hisink tenags diesel;

pembangkit listrik tenaga matahari;

pembangkit listrik tenaga angin;

instalasi biogas;

jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dan PLN); dan

sarana prasarana encergl lainnya yang sesual dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

R -

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
jaringan internet untuk warga Desa;

wehbsite Desa;

peralatan pengeras suara (loudspeaker);

radio Single Side Band [S58); dan

sarana prasarana komunikasi lainnya vang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

T oo

B. Peningkatan Hualitas dan Akses terhadap Pelayanan
Sosial Dasar

1.

Pengadaan, pembanpgunan, pengembangan dan pemeliharaan

sarana prasarana kesehatan, antara lain:

air bersih berskala Desa;

jambanisasi;

mandi, cuci, kakus (MCK};

mobil/ kapal motor untuk ambulance Desa;

balai pengobatan,

posyandu;

poskesdes/ polindes;

poshindu;

alat ukur panjang badan bayi (alat ukur tinggi badan untuk

bayi) sebagai media deteksi dini stunting;

kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS}; dan

k. sarana prasarana keschatan lainnya yang sesual dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

SRS RS O
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Pengadaan, pembangunsn, pengembangan dan  pemeliharaan

sarand prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain;

a. taman bacaan masyarakat;

b. bangunan PAUD bagi Desa yvang belum ada gedung PAUL,

c. pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD
untuk PALID HI;

d. buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;



wahana permainan anak di PAUD,
taman belajar keagamaan,
sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
bangunan perpustakasn Desa;
buku/bahan bacaan;
balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
gedung sanggar seni/ruang ckonomi kreatif;
. film dokumenter;
peralatan kesenian dan kebudayaan,;
pembuatan galen atau museum Desa;
pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi [KIE)
terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu
anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di
Desa;
q. sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari
sekolah yang aman bagl anak; dan
r. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

TeogroFETooOR DR

C. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemelibaraan
Sarana Prasarana Usaha Ekonomi Desa

1.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

sarana prasarana produksi dan  pengolahan hasil usaha

pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan

usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada

pembentukan dan pengembangan  produk  unggulan Desa

dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

bendungan berskala kecil;

pembangunan atau perbaikan embung,

irigasi Desa;

pencetakan lahan pertanian;

kolam ikan;

kapal penangkap ikan;

tempat pendaratan kapal penangkap ikan;

tambak garam,

kandang ternak;

mesin pakan ternak;

mesin penetas telur;

pudang penvimpanan sarana produksi pertanian (saprotanj;

pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung,

kopi, coklat, dan kopra);

n. embung Desa;

gudang pendingin (cold sioragel;

p. sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa
air);

q. alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing,
dan perangkapl;
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r. alat bantu penangkapan ikan {(rumpon dan lampu);

5. keramba jaring apung

t. keranjang ikan;

u. alat timbang dan ukwr hasil tangkapan;

v. alat produksi es;

w. pudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan
perikananj;

®. tempat penjermnuran ikan; dan

y. sarana dan prasaranz produksi dan pengolahan hasil

pertanian lainnya yang scesual dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam musyawarah Desa,

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana jasa serta usaha industn kecil dan/atau industri
rumahan vang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan, antara lain:

mesin jahit;

peralatan bengkel kendaraan bermotor,

mesin penepung tkan,

mesin penepung ketela pohon;

mesin bubut untuk mebeler;

mesin packaging kemasan,

roaster kopi;

mesin percetakan;

bioskop mini;

alat pengolahan hasil perikanan;

docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan

sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil
dan/atau industri rumahan lainnya yvang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa,

R PR PSRN o p

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan
dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk
unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

tempal pemasaran ikan; dan

sarana dan prasarana pemasaran lainnya vang scsuai
dengan kewenangan Desa dan  diputuskan dalam
musyawarah Desa,

a. pasar Desa;

b. pasar sayur;

¢, pasar hewan;

d. tempat pelelangan ikan;
c. toko online;

f. gudang barang,

E-

h.

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana Desa Wisata, antara laimn:
a. ruang ganti dan/atau toilel;



pergola;

gazebo;

lampu taman;

pagar pembatas;

pondok wisata (homestay),

panggung kesenman /pertunjukan;

kios cenderamata;

pusat jajanan kuliner;

tempal ibadah;

menara pandang (etewing deck],

gapura dentitas;

. wahana permainan anak;

wahana permainan outbound,

taman rekreasi;

tempat penjualan tiker;

anghkutan wisata;

tracking wisala mangrove,

peralatan wisata snorkeling dan diving,

papan interpretasi;

sarana dan prasarana xebersihan;

pembuatan media promosi  (brosur, leaflet, audio visual);
intermet cormer; dan

sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa,
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5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana Teknologg Tepat Guna (TTG] untuk kemajuan
ekonomi yang difokuskan  kepada  pembentukan dan
pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan, antara lain:

penggilingan padi;

peraut kelapa;

penepung biji-bijian;

pencacah pakan ternak;

mesin sangrai Kopi;

pemotong/ pengiris buah dan sayuran;
POIMPpa &ir;

traktor mini;

desalinasi air laut;

pengolahan limbah sampah;

kolam btudidaya;

mesin pembuat es dan air laut (slurry ice); dan

. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
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D. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan
Sarana Prasarana untuk Pelestarian Lingkungan Hidup antara lain:
1. Pembuatan terasering;
2. Kolam untuk mata air;
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3. Plesengan sungai;

4. Pencegahan kebakaran hutan;

5. Pencegahan abrasi pantai

6. Pembangunan talud;

7. Papan informasi lingkungan hidup;

8. Pemulihan stock ikan [restockmg) lokal;

9. Rehabilitasi kawasan mangrove;

10. Penanaman bakau; dan

11. Barana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya
vang sesual dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyvawarah Desa.

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan
Sarana Prasarana untuk Penanggulangan Bencana Alam dan/atau
Kejadian Luar Biasa Lainnya yvang meliputi:

Kegiatan tanggap darurat bencana alam;

Pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
Pembangunan gedung pengungsian,

Pembersihan lingkungan perumahan yvang terkena bencana alam;
Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang
terkena bencana alam;

Pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;

P3K untuk bencana;

Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan

Sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang
lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyvawarah Desa.

b —
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Pengadaan, Pembangunan. Pengembangan dan Pemellharaan

Sarana Prasarana untuk Penanggulangan Kemiskinan yang antara
lain:

1. Rumah Tidak Layak Huni.

2. Jamban Eumah Tangga;

3. Selokan/Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL);

4. Penyediaan Air Bersih;

5. Membangun prasarana pelatihan usaha dan keahlian kerja bagi
warga miskin; dan

6. Membangun prasarana produksi bersama untuk produk dan
komoditas unggulan Desa;

Salinan sesuail dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM BUPATI PEMALANG,
SETDA KABUBATEN PEMALANG
Cap
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PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN TEENIS PENGCGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2020

DAFTAR KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
A. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial

Dasar
1. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masvarakat,
antara lain:

a. pelatthan pengelolaan air minum;

b. pelayanan kesehatan lingkungan;

¢. bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyvandu dan
Kader Pembangunan Manusia (KPM);

d. alat bantu penyandang disabilitas;

e. sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana  yvang
ramah terhadap anak penvandang disabilitas;

f. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat
untuk peningkatan gizi bagi, anak sekolah dan pemberian
Tablet Tambah Darah {TTD} bagi remaja;

g. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan
pengasuhan anak dan  perlindungan  Anak  serta
pencegahan perkawinan anak;

h. kampanyve dan promosi gerakan makan ikan;

sosialisasi gerakan aman pangan;

j. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan
anak (PMBA), stimulasi tumbuh kemban, PHBS, dan lain lain
di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB,
PKK, dllj;

k. pengelolaan balai pengobatan Desa;

pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk

hotikultura;

m. perawatan kesehetan dan/atau pendampingan untuk ibu
hamil, termasuk pemeriksaan USG pada ibu hamil pada
trisemester I, nifas dan menyusui, keluarganva dalam
merawat anak dan lansia;

n. penguatan Pos Pervuluhan Desa (Posluhdes);

0. pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan
kunjungan neonatal:

p. pendampingan untuk pemberian  imunisasi, stimulasi
perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;

q. sosialisasi dan kampanve imunisasi;

r. kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat
(PHBS), germas, gizi seimbang, pencegahan penvakit seperti

B
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penyakit saluran pencernaan, penyakit kulit dan kelamin,
penvakit menular, penyvakit idak menular dan gangguan jiwa;
survei mawas diri dan survatlans kesehatan;

sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan
reproduksi di tingkat Desa,

kampanye  kependudukan,  |keluarga  berencana  dan
pembangunan keluarga;

pelatihan pengelolaan kapasilas kelompok Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
peningkatan peran mitra Desa dalam  pengelolaan
pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era
Digitalisasi;

pengelolaan  kegiatan  rehabilitasi bagi penyandang
disabilitas;

pelatihan kader keschatan masyarakat untuk gizi, kesehatan,
air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola
konsumsi dan lainnya;

pelatihan kader kesehatan desa dan Kader Pembangunan
Manusia (KPM) untuk melakukan pendampingan dalam
memberiASl, pembuatan  makanan pendamping ASI,
stimulasi anak, cara menggosok gig, dan cuci tangan
pakai sabun untuk 1000 har pertama kehidupan;

pelatihan  kader kependudukan, keluarga berencana dan
pembangunan keluargs;

pelatihan  hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak
dan perlindungan Anak;

. pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
dd.

sosialisasi keamanan pangan kepada masyvarakat dan
pelaku usaha pangen;

. penvuluhan  kesehatan dampak penggunaan kompresor

dalam penangkapar ikan dan

kegiatan pengeloleaan pelayanan keschatan masyarakat
Desa lainnya yang scsuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam musvawarah Desa.

Pengelolaan kegiatan pelayvanan pendidikan dan kebudayaan
antara lain:

H.

bantuan insentif guru/pembina PAUD, guru taman belajar
keagamaan, taman belajar anak dan {asilitator pusat kegiatan
belajar masyarakat (PKEM);

penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini  secara
Holistik Integratif (PAUD HI);

penyvelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua
anak asia 0-2 tahun;

pembiayaan pelatiban guru PAUD tentang konvergensi
pencegahan stunting ci Desa;

pelatihan untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM);
penyuluhan  manfaat  data  kependudukan bagi  kader
pembangunan Desa;

pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan
kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
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pelatihan dan penyelengaraan kursus sem budaya;

bantuan pemberdiayvazn bidang seni, budaya, agama,
olahraga dan pendidikan non formal lannya;

pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan
dan penggunaan media, blog dan internet (film, foto,
tulisan, vlog, dan media lainnya)

pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan
kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak
pidana perdagangan orang;

bantuan pendampingan kepada Anak Tidak Sekolah [ATS)
bag warga miskin;

. pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak

diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;

pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari
keluargatidak mampu minimal jenjang pendidikan menengah;
pemberian  bantuan  biaya pendidikan  untuk anak
berkebutuhan khusus;

penyelenggaraan pendidikan  keluarga dan  penguatan
parenting bagi orang tua vang memiliki anak usia sekolah;
pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna
alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri
dan/atau sesuai tren;

pelatihan pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan
keunikan/ke- khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan
PERAT,

pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern;
pelatihan pengguraan perangkat produksi  barang/jasa
kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, kompuler,
mesin percetakan;

pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi
baik di media online atau offline;

pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat
Desa;

pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagl para
pelaku kreatif, missinva cara pendokumentasian melalui
tulisan dan visual;

pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses
permodalan baik di bank dan non-bank;

pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
pendidikan/ pelatihen konservasi sumberdaya pesisir;
pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga dan

vang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.
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B. Pengelolaan Sarana Prasarana Desa Berdasarkan Kemampuan
Teknis dan Sumber Daya Lokal yang Tersedia

1.

Pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:

a. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;

b. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan

c. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai
dengan kewenangan Desa dan  diputuskan  dalam
musyawarah Desa.

Pengelolaan transportasi Desa, antara lain:

a. pengelolaan terminal Desa;

b. pengelolaan tambatan perahu; dan

c. pengelolaan transportasi  lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pengembangan energi terbarukan, antara lain:

pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
pembuatan bioethanol dari ubi kayu;

pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodicsel;
pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;

pengelolaan energi tenaga matahari;

pelatihan pemanfaatan ¢nergl tenaga matahari; dan
pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai
dengan kewenangan Desa dan  diputuskan  dalam
musyawarah Desa.

meo AN D

Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:

a, =istermn informasi Desa;

b. website Desa;

¢. radio komunitas;

d. fasilitasi pengelolaan informasi publik di desa bagi Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa;

e. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan
ikan; dan

f. pengelolaan informasi dan  komunikasi lainnoya  yang
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

C. Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif serta Pengelolaan Sarana
dan Prasarana Ekonomi

1.

Pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk
ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk  unggulan Desa
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
perbenihan tanamean pangan;

pembibitan tanaman keras;

pengadaan pupuk;

pembenihan ikan air tawar;

pengelolaan usaha hutan Desa;

pengelolaan usaha hutan sosial;

pengadaan bibit/induk ternak;

inseminasi buatan,

o SO0 op
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pengadaan pakan ternak;
tepung tapioka;

kerupuk;

keripik jamur;

. keripik jagung,

ikan asin;

abon sap

SUSU sapi;

kopi;

coklat;

karet;

olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan
asin, ikan rebus dam ikan abon);

olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetilk,
karagenan dil);

olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);

. pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai,

pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai [(hutan
cemara laut); dan

pengolahan produks: dan hasil produksi pertanian lamnmnya
yvang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

. Penpgelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan
kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa
dan/atau produk unggulsn kawasan perdesaan, antara lain:
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meubelair kayu dan rotan;

alat-alat rumah tangga;

pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan,

kain tenun,

kain batik;

bengkel kendaraan bermotor;

pedagang di pasar,

pedagang pengepul;

pelatihan pengelolaan docking kapal;

pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
pelatihan pemasaran perikanan; dan

pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai
dengan kewenanzan Desa dan  diputuskan dalam
musyawarah Desa.

Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa
Bersama, antara lain:

B,
b.
.

pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama,
penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa
Bersama,; dan

kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa
Bersama lainnya vang sesual dengan kewenangan Desa
diputuskan dalam musyawarah Desa.



&

4. Pengembangan usaha BUMDesa danj/atau BUMDesa Bersama
vang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan
produk unggulan Desa danjatau produk unggulan kawasan
perdesaan, antara lain:

pengelolaan hutan Desa;

pengelolaan hutan adat;

pengelolaan air minum,

pengelolaan parniwissata Desa;

pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman dan perebusan);

pengelolaan wisate hutan mangrove (tracking, jelajah

mangrove dan wisata edukasi);

pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;

pelatihan pembenihan ikan;

i. pelatihan usaha pemasaran dan distribusi proeduk perikanan;
dan

j. produk unggulan kinnva yang sesual dengan kewenangan
Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.

~oQngp

.:n-qn

5. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakal
vang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan
produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan
perdesaan, antara lain:

a. hutan kemasyarakaian,

b. hutan tanaman rakyar;

¢. kemitraan kehutanan;

d. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;

e. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil

dan/atau industri rumahan;

f. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk
usaha ekonomi masyarakat: dan

g. pembentukan dan pengembangan usaha ckonomi lainnya
vang scsuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa,

6. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ckonom
yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan
produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan
perdesaan, antara lain:

a. sosialisasi TTG;
b. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes),
¢. percontohan TTG untuk:
1. produksi pertanian;
2, pengembangan sumber energi perdesaan;
3. pengembangan saran: transportasi;
4. pengembangan sarana komunikasi;, dan
5. pengembangan jasa dan industri kecil;
d. sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapan
ikan;
e. sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim; dan
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. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai
dengan kewenangan Desa dan  diputuskan  dalam
musyawarah Desa.

Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan
usaha ekonomi lainnys vang difokuskan kepada pembentukan
dan pengembangan produl: unggulan Desa dan/atau produk
unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

penyediaan informasi harga/ pasar;

pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ckonomi masyarakat;
kerjasama perdagangzan antar Desa;

kerjasama perdagangzsan dengan pthak ketiga; dan

pengelolaan  pemasaran  lainnya yang scsual  dengan
kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

oange

D. Penguatan dan Fasilitasi Masyarakat Desa dalam Kesiapsiagaan
Menghadapi Tanggap Darurat Bencana serta Kejadian Luar Biasa

F.

Lainnya yang meliputi:

1. Penyediaan layanan informasi tentang bencana;

2. Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
3. Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;

4. Pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan

5. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai

dengan kewenangan Desa vang diputuskan dalam musyawarah
Desa.

Pelestarian Lingkungan Hidup antara lain:

- I R S Sl

Pembibitan pohon langka,

Reboisasi;

Rehabilitasi lahan gambnuit;

Pembersihan dacrah aliran sungai;

Pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
Pemeliharaan hutan bakau;

Pelatihan rehabilitasi mangrove;

Pelatihan rehabilitasi terumbu karang;

Pelatihan pengolahan limbah; dan

.Kegiatan lainnya vang scsuai dengan kewenangan Desa yang

diputuskan dalam musyvawarah Desa.

Pemberdayaan Masyarakst Desa untuk Memperkuat Tata Kelola
Desa yang Demokratis dan Berkeadilan Sosial

1.

Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan

pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh

Dega, antara lain:

a. pengembangan Sistem Informasi Desa (SID);

b. pengembangan pusal  kemasyarakatan Desa, rumah
Desa sehat dan/atau balai raltyat;

¢c. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau
balai rakyat; dan
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kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa
yvang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa
secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya
manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:

a.
b.

penyusunan arah pengembangan Desa;

penyusunan rancengan  program/kegiatan pembangunan
Desa yang berkelanjutan,

penyusunan rencana  pengelolaan sumber daya ikan di
Desa;

pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan,
peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam
pengelolaan penkanan,

peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa; dan
kegiatan lainnya vang sesuai  kewenangan Desa dan
diputuskan dalam musvawarah Desa,

3. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesual dengan
prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:

noop
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pendataan potensi dan aset Desa;

penyusunan profil Desa; data Desa;

penyusunan peta aset Desa;

penyvusunan data untuk  pengisian  aplikasi  sistem
perencanaan, penganggaran, analisis dan  evaluasi
kemiskinan terpadu;

dukungan penetapan DM,

penyusunan peta Desa rawan bencana; dan

kegiatan lainnya wvang sesuai kewenangan Desa yang
diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Menyusun perencanaan dan penganggaran vyang berpihak
kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas,
perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:

a.
b.

sosialisasi penggunaan Dana Desa;

penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin,
warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal;
pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai
pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak
di Desa;

rembug stunting di Desa;

rembug anak Desa khusus sebagai bagian dari
musrenbangdes;

pelatihan  kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari
musrenbangdes;

penyvusunan usulan  kelompok warga miskin, warga
disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat
dan keluarga;

pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
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j. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan
kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan dan
sebagainya) scbaga: dasar pelaksanaan kegiatan  yang
bersifat afirmasi;

k. pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif
gender bagi fasilitator Desa;

. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang
diputuskan dalam musvawarah Desa,

5. Mengembangkan sistern transparansi dan akuntabilitas dalam
pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa,
antara lain:

a. pengembangan sistemn administrasi keuangan dan aset
Desa berbasis data digital;

b. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang
terbuka untuk publik;

c. pengembangan sistem  informasi Desa yang berbasis
masyarakat; dan

d. kegiatan lainnya vang scsuai dengan kewenangan Desa yang
diputuskan dalam musvawarah Desa.

6., Mendorong  partisipasi masyarakat dalam  penyusunan
kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa,
antara lain:

a. penyecbarluasan  informasi  kepada masyarakat Desa
perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam
Musyawarah Desa;

. penyelenggaraan musyvawarah Desa; dan

c. kegatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang

diputuskan dalam musyawarah Desa.

7. Melakukan  pendampingan  masyarakat Desa  melalui
pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat
Desa vang diselenggarakan di Desa, antara lain:

a. pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok
anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi
anak dan pengorganisasian.

b. pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar
Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga dan isu
anak lainnya;

c. advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga
miskin dan  masvarskat —marginal terhadap  akses
administrasi kependudukan dan catatan sipil;

d. peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya
ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan

e. kepiatan pendampingan masyvarakat Desa lainnya yang
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.



10

8. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber
daya manusia masvarakat Desa untuk pengembangan
Kesejahteraan Ekonomi Desa vang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa
dan fatau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri

kecil dan perdagangan,

b. pelatihan industri numahan;
pelatihan teknologi tepat guna;
pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa
sesuai kondisi Desa;
pelatihan pemandu Wisata;
interpretasi wisata;
pelatihan Bahasa Asing,
pelatihan Digitalisasi;
pelatihan pengelolaen Desa Wisata;
pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar
wisata / Pokdarwis;
pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah
Iingkungan;

. pelatihan pengemasan ikan/ produk ikan;

pelatihan teknik pemasaran onling;
pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan, dan
kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung
pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yvang sesuai
dengan  kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

o o

O ol ok B 1

o

B e 23

9, Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan
secara partisipatif oleh masvarakat Desa, antara lain:

pemantauan berbasis komumtas;

audit berbasis komunitas;

pengembangan unit pengaduan di Desa;

pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk

penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;

pengembangan kapasitas paralegal Desa,

{. penvelenggaraan musyawarah Desa untuk
pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan
Desa; dan

g kegiatan lainnya yang scsuai dengan kewenangan Desa yang
diputuskan dalam musvawarah Desa.

s

!"

G. Pengembangan Kegiatan yang Diprioritaskan untuk
Penanggulangan Kemiskinan dibiayai Dana Desa antara lain:
1. Pendataan anak putus sckolah dan pendampingan pada anak
yang tidak sekolah bag warga miskin;
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2. Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat
untuk peningkatan gizi bagi balita gizi buruk;

3. Fasilitasi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bagi
warga miskin dan rentan;

4. Peningkatan kapasitas masyarakat yang menunjang penguatan
ckonomi produktf.

Salinan sesuai dengan aslinva
KEPALA BAGIAN HUKUNM BUPATI PEMALANG,
SETDA KABUPATEN PEMALANG

Cap
ttd

RI SUBYAH TD SH, MS.i JUNAEDI
Pasd hina

NIP, 19650218 199203 1 006




CONTOH FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
Nomor :........

Pada hari ini ...ccceeeeee. fEAEEA]L i bulan........ccceereee
tahun.............., bertempat di...............ccoisiennnn. telah  dilaksanakan
musyawarah desa dalam rangka pembentukan Tim Pelaksana
Kegiatan DR i i Kecamaterl  Glaishaaiaia
Kabupaten Pemalang yang dihadin oleh Kepala Desa beserta
Perangkat Desa, wakil masyarakat dan unsur lain yang terkait
dengan pelaksanaan kegiatan. ..., .
sebagaimana tercantum dalam daliar hadir terlampir, dengan hasil
schaga berikut :

1. Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa ..., dengan
susunan keanggotaan sebagai berilout :
Ketua i s e R
Sekretaris B o T
Anggota - D R SR TP

2. Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan selanjutnya
ditetapkan dengan Keputusan Kkepala Desa,

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa ini dibuat dalam rangkap
secukupnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Wakil Peserta Musyawarah Kepala Desa .......ccoevviie

FORM. I



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2019 tentang Priontes Penggunaan Dana Desa Tahun
2020;

10. Peraturan Mentert keuangan Nomor 205/PMEK.O7 /20149
tentang Pengelolagzn Dana Desa;

11. Peraturan  Kepaia Lembaga  Kebijjakan  Pengadaan
Barang/Jasa Pemernintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pengadeaan Barang/Jasa di Desa;

12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolazn keuangan Desa;

13. Peraturan Desa........... Nomor .......... Tahun 2018 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Desa .......... Nomor ............... Tahun 2020

tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anpgaran 2020,

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DESA ............ KECAMATAN ..............
KABUPATEN PEMALANCG TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA KEGIATAN DESA............ KECAMATAN ...........
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2020,

Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa ........... Kecamatan

Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020
dr:ngan susunan Keanpggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini untuk paket pekerjaan ...,

Tim Pelaksana Kegiatan scbagaimana dimaksud diktum

KESATU Keputusan mi mempunyai tugas pokok dan

wewenang aebagai berbou :

a. menyusun  dan menetapkan  rencana  pelaksanaan
Pengadaan Barang/.)asa;

b. melaksanakan pemilihan dan menetapkan penyedia
Barang/Jasa;

¢. melaporkan pelaksanaan / penyvelesaian pengadaan
barang/jasa kepada Kepala Desa lewat PPKD:

d. menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada
Kepala Desa lewat PPKD dengan Berita Acara Penverahan;

¢, menyimpan dar menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan Pengudaan Barang/ Jasa.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Kegiatan
sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung
jawab kepada Kepala Desa,



KELIMA

KEENAM

Segala biaya wvang umbul sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa ..o, KecAmMAAn ..o Kabupaten
Pemalang Tahun Angearan 2020.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ....ocoeviverrvnerrrneaes
Pada tanggal ....oooeovnnee. 2020

KEPALA DESA ....icvciimivivansminnng



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA..............

NOMOR : f JTAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA...........
KECAMATAN .......... KABUPATEN PEMALANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) DESA........
KECAMATAN ............. KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2020

NO NAMA KEDUDURAN DALAM KEDUDUKAN DALAM
DINAS TIM

1| . Ketua

2 a . S!:ft.;:etaris

3 ' o . Anggota




PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KECAMATAN
DESA
Pemalang, ... 2020
Nomor B AR A T R
[ATPIEAN. v m i
Perihal : Permohonan Penyaluran Dane Desa Tahap | (satu)
Kepada Yih,
Kepala KPPN selaku
KPA Penyvaluran DAK Fisik dan Dana Desa
Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini -
Nama
Jabatan : Kepala Desa.........ccocivn... Kecamatan ........o.veeeee.

Kabupaten Pemalang

bersama ini kami mengajukan permobonan penyaluran Dana Desa Tahap [ (satu)
D - TE i e Kecamatan ...................... Kabupaten Pemalang
Tahun Anggaran 2020,

Sebagai kelengkapan administrasi bersama ini kami lampirkan :

oo

o

Berita Acara hasil verifikasi dokumen berkas permohonan penyaluran Dana Desa

2 rangkap,

Fotocopy Buku Rekening Kas Desa | 2 rangkap |;

Lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa (3 rangkap ), 1 lembar
bermeterai Rp.6.000,-;

Perdes APBDesa Tahun 2020;

Surat Pernyataan Kepala Desa tentang Menggunaan Dana Desa Tahap 1, Il dan III
Tahun 2019.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih,

Kepala Desa .ooooeineeeenon..

Tembusan :
Kepala Dinpermasdes Kabupaten Pemalang



PEMERINTAH KAEUPATEN PEMALANG

KECAMATAN : SR R AR
DES: o i s i
Pemalang, ..........cooees 2020
Nomor
Perihal : Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap 11 (dua)
Kepada Yih,
Kepala KPPN selaku
KPA Penvaluran DAK Fisik dan Dana Desa
Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah mni -
Jabatan : Kepala Desa........cioiineiceoe. Koecamatan ..o

Kabupaten Pemalang

bersama ini kami mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap 11 (dua)
untak- Dedl ol i Kecamatan ..........eeee. Kabupaten Pemalang
Tahun Anpggaran 2020,

sSebagal kelengkapan administrasi bersama ini kami lampirkan ;

1. Benita Acara hasil venfikasi dokumen berkas permohonan penyaluran Dana Desa
2 rangkap;

2. Fotocopy Buku Rekening Kas Desa | 3 rangkap );

3. Lembar konfirmasi penerimaan penyziuran Dana Desa (3 rangkap ), 1 lembar
bermeteral Rp.6.000,-;

4. Surat Pernyataan Kepala Desa tentany Penggunaan Dana Desa Tahap I Tahun 2020,

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini, kami ueapkan terima kasih,

Tembusan :
Kepala Dinpermasdes Kabupaten Pemalang



PEMERINTAH KABUFATEN PEMALANG

KECAMATAN b e e S AR
DESA I eamm eyt e e b s s

Perihal : Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I (tiga)

Kepada Yth,
Kepala KPPN selaku
KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Deza

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini
Nama
Jabatan ©  Kepala Desa............... ........ Kecamatan ..................
Kabupaten Pemalang
bersama ini kami mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap [ (tiga)

ik DR - o KEcamaton ....cvoeeiee e Kabupaten Pemalang
Tahun Anggaran 2020,

Sebagai kelengkapan administrasi bersama i kami lampirkan

L. Berita Acara hasil verifikasi dokumen berkas permohonan penyvaluran Dana Desa
2 rangkap;
2. Fotocopy Buku Rekening Kas Desa ( 3 rangkap |;
3. Lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa (3 rangkap ), 1 lembar
bermeteral Bp.6.000,-;
4. Surat Pernyataan Kepala Desa tentang Penggunaan Dana Desa Tahap Il Tahun 2020;
5. Laporan konvergensi stunting tahun 2019

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih,

Tembusan :
Repala Dinpermasdes Kabupaten Pemalang
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PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

EECAMATAN et A BT B T sk AT
DESA : .
. I 3
Pemalamg, .o 2020
MNormoT E R S s
Lampiran e e o B e
Penhal : Permohonan verifikasi persyaratan penvaluran Dana Desa Tahap |
Kepada Yih,
CAMAL . vvvrnverararrrrnraransnsnsnnrs
Dengan hormat,
Saya yvang bertanda tangan di bawah ini ;
Mama: 1 ok et m ey s
Jabatan : Kepala Desa..o.ocoiiim . Kecamatan ...

Kabupaten Pemalang

bersama ini kami mengajukan permohonan verilikasi persyaratan penyaluran Dana Desa
Tahap 1 [satu) untuk Desa ..oeieiieenrnen. KeCamatan ...........co.evevvnees Kabupaten
Pemalang Tahun Anggaran 2020,

Sebagai kelengkapan administrasi bersams ini kami lampirkan :

1. Surat Permohonan Penyaluran Dana [e-sa Tahap I;

2. Fotocopy APE Desa Tahun 2020 | 1 buku J;

3. Rencana Penggunaan Dana 100%, Tahep 1 (0%, Tahap [l (40%} dan Tahap I (209
|2 rangkap);

Fotocopy Buku Rekening Kas Desa | 5 rangkap |;

Lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa (rangkap 5, 1 lembar
bermeteral Rp.6.000,-;

6. Pakta Integritas Kepala Desa (2 rangkap), 1 lembar bermeterai Rp. 6.000,-;

7. Surat Pernyataan tanggungjawab mutlek (2 rangkap), 1 lembar bermeterai Rp. 6.000,-
B. Burat pernyataan Kepala Desa tentang penggunaan DD Tahap I, I dan 11l Tahun 2019.

o

Demikian atas dikabulkannya permohonarn ini. kami ucapkan terima kasih.

Tembusan :
Eepala Dinpermasdes Kabupaten Pemalanzs



PROGRAM KEGIATAN DANA DESA
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2020

BERITA ACARA PENGALIHAN | PERUBAHAN KEGIATAN
1 [0 iR e e Dt B e R 1

Desa WP T S LR s S e
RECRIRAERTY. oo i v S v i
Kabupaten :Pemalang

Pada han imi ............... tanggal .............c.... telah melaksanakan musyawarah

untuk pengalihan / perubahan kegiatan yeng dibiayvai dengan Dana Desa Tahun 2020,
adapun keputusan musyawarah sebagm beriloos :

1. Jenis Kegiatan R R ST F
2. Besamya Biaya B ¢ SRR e T
[ralihkan / dirubah menjadi ;

1. Jenis Kegiatan B s
2. Besarnya Biayva i A R ST S

Demikian Berita Acara ini dibuat uniuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui ;
Ketua BPD Kepala Desft cocovveeeerinn s



Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penggunaan Dana Desa

PEMERINTAH KASUPATEN PEMALANG
KECAMATAN ...........
PESA Giainas
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGGUNAAN DANA DESA

Kami vang bertanda tangan di bawah ini :

Nama 5
Jabatan : Kepala Desa ........... Kecamatan .......... Kabupaten Pemalang

Dengan m1 menyatakan bahwa saya akan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan
kegiatan dan penggunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

Apabila ternyata saya melanggar ketentuan vang dinyvatakan dalam Surat Pernyataan ini,
saya bersedia menenma sanksi sesuai hukum yvang berlaku.

Materai

Rﬂ- 5.':“]].'




PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
EKECAMATAN...........

PAKTA INTEGRITAS
MO & i i p i e

Kami vang bertanda tangan di bawah i :

Nama
Jabatan ; Kepala Desa ........... Kecamatan .......... Kabupaten Pemalang

bahwa dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan Dana Desa Tahun
Anggaran 2020, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN):

2. Scnantiasa mentaati dan melaksanakan kegiatan Dana Desa sesuai
dengan ketentuan vang berlak;

3. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Dana Desa Tahun
Anggaran 2020;

4. Apabila ternyata melanggar ketentuan yang dinyatakan dalam PAKTA
INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku,

iravrsiy iieiennennes S0E0D

Yang menyatakan

pisne. |
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PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KECAMATAN
DESA
Pemalang, ......ccooviueiais 2020
Momor
Perihal : Permohonan verifikasi persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap [1
Kepada Yth,
RPEEREILT. . siurimsesirmgstms s persssor s
di ...
Dengan hormat,
Saya vang bertanda tangan di bawah ini :
Jabatan : Kepala Desa.........coeiinen,. Kecamatan ...

Kabupaten Pemalang

bersama ini kami mengajukan permohonan verfikasi persyaratan penvaluran Dana
Desa Tahap 11 (dua) untuk Desa ....ooooviiiee.. Kecametanm ..oooooeoeooeeeoo,
Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020

Sebagai kelengkapan administrasi bersama ini kami lampirkan

1. Surat Permohonan Permohonan Dana Cesa Tahap I1;

2. Fotocopy Buku Rekening Kas Desa | 5 rangkap §;

3. Lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa {rangkap 5), 1 lembar
bermeterai Rp.6.000,-;

4. Surat pernyataan Kepala Desa tentang pengpunaan DD Tahap 1 Tahun 2020:

Demikian atas perhatian dan kerjasamanys kami ucapkan terima kasih.

Tembusan :
Kepala Dinpermasdes Kabupaten Pemalang
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PEMERINTAH KABUFPATEN PEMALANG

KECAMATAN :
DESA
Pemalang, -......cooavmmnis 2020

MNomor
Perihal : Permohonan verifikasi persvaratan penyaluran Dana Desa Tahap II1
Kepada Yth,
LBy | R S
s |
Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah i
Mama B s e R D
Jabatan ;- KepalaDesa ... . Kecamaksm .. ..o

Kabupaten Pemalang

Bersama ini kami mengajukan permohonan verifikasi persyaratan penyaluran
Dana Desa Tahap Wl (tga) uantuk Desa ...ooorriniinnn. Kecamatan
....................... Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020,

Scbagai kelengkapan administrasi bersama ini kami lampirkan ;

Surat Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap 111;

Fotocopy Bulu Rekening Kas Desa | 5 rangkap );

3. Lembar konfirmasi penerimaan penyvaluran Dana Desa (rangkap 5), 1 (satu)
lembar bermetera Rp.6.000,-;

Surat pernyataan Kepala Desa tentang penggunaan DD Tahap I1 Tahun 2020;
Laporan konvergensi stunting tahun 2019,

b

o h

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan :
Kepala Dinpermasdes Kabupaten Pemalang
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i

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BICAMMATAN . Lraiismniisass i
INEAPRE. R Kepada Yth,
LAmpIran © oo i i miaas indsbnis Bupati Pemalang
Perthal : Rekomendasi Penyaluran Dana Cq. Kepala Dinpermasdes
Desa Tahun 2020 Tahap 1 Kabupaten Pemalang
Di -
PEMALANG

Berdasarkan Peraturan Bupsti Pemalang Nomor .. Tahun 2020
tentang Pedoman Teknmis Pengpunaan Dana Desa di Kabupaten
Pemalang Tahun 2020, diberitahukan dengan hormat bahwa setelah
dilakukan wverifikasi mengeniu kelengkapan berkas administrasi
persyaratan pengajuan penyaluran Dana Desa ..., Kecamatan
ceenseenars Kabupaten Pemalang oleh Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan
maka dinvatakan bahwa ;

1. Sudah memenuhi persyaraten dan kelengkapan administrasi,

2. PPKD Dana Desa telah siap melaksanakan kegiatan Dana Desa
Tahun 2020 Tahap 1.

3. Layak menernma penyaluran Dana Desa Tahun 2020 Tahap I

Sehubungan dengan hal tersebuat diatas, permohonan penyaluran
Dana Desa ........ Kecamatan ........... Kabupaten Pemalang untuk dapat
ditindaklanjuti dan bersama ini dilampirkan :

1. Berita Acara hasil wverifikasi dokumen berkas permohonan
penyaluran Dana Desa Tahap | Tahun 2020:

2. Rencana Penggunaan Dana 100 %, Rencana Penggunaan Dana
Tahap I, I dan Il yang sudah ditandatangani Sekdes dan Kepala
Desa;

3. Pakta Integritas Kepala Dess (2 rangkapy;

Surat pernyataan tanggungjzwab mutlak (2 rangkap);

5. Surat pernyataan Kepala Desa tentang penggunaan DD Tahap 1,11

dan [II Tahun 2019;

Fotocopy buku Rekening Kas Desa (4 rangkap);

Lembar konfirmasi penenmaan penyaluran Dana Desa 4 [empat)

lembar asli danl (satu) lembar bermeterai Rp. 6.000,-,

e

o~

Demikian untuk menjadikan  maklum, atas kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

LoBIOVBE s oo i wscine oot i
MIP.

Tembusar:

Disampaikan Kepada Yth ;

Loz i e e e T

B rrtermresseasa s g e s



FORM : XVIII

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KECAMATAN .......ccciiniiiinnnavmisisnien
................ s reereereeree e s enes 2020
i [ 111 S KR Gt ot e At Eepada Yth,
¥ e R i e Bupati Pemalang
Perihal : Rekomendasi Penyaluran [Dans Cqg. Kepala Dinpermasdes
Desa Tahun 2020 Tahap 11 Kabupaten Pemalang

Di—
PEMALANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor .. Tahun 2020 tentang
Pedoman Tekniz Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2020,
dibenitahukan dengan hormat bahws seielah  dilakukan verifikasi mengenai
kelenpkapan berkas administrazi persysraian pengajuan penyaluran Dana Desa
wisanses Kecamatan ........... Kabupaten Pemalang eleh Tim Fasilitasi Dana Desa
Kecamatan maka dinyatakan bahwa :

I. Sudah memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi.
2. PPKD telah siap melaksanakan kegictan Dana Desa Tahun 2020 Tahap 11
3. Layak menerima penyaluran Dana Desa Tahun 2020 Tahap 11,

Schubungan dengan hal tersebut chiatas, permohonan penyaluran Dana Desa
cererer. KeCAMAAN ... Kabupaten Pemalang untuk dapat ditindaklanjuti dan
bersama ini dilampirkan :

1. Berita Acara hasil verifikasi dokumen berkas permochonan penyaluran Dana
Desa Tahap I Tahun 2020;

2. Surat pernyataan Kepala Desa tentang penggunaan DD Tahap [ Tahun 2020:

3. Fotocopy buku Rekening Kas Desa (¢ ranzkap);

4. Lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa 4 (empat) lembar asli dan

1 (satu) lembar bermeterai Rp. 6.000,-;

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih,

LBF: 11 572 A
NIP. i
Tembusan:
Disampaikan Kepada Yth |
it s s e s S e
) L N T



KECAMATAN ...coovinniarinmevsrissenrmssnsms
............................................. 2020
NOBHASE i iiress Kepada Yth,
Lampiran: ...... e e Bupat Pemalang
Perihal : Rekomendasi Penyaluran Dana Cr. Kepala Dinpermasdes
Deza Tahun 2020 Tahap [11 Kabupaten Pemalang

Di—
PEMALANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomeor .. Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2020,
diberitahukan dengan hormat bahwa setelah dilakukan wverifikasi mengenai
kelengkapan berkas administrasi persvaratan pengajuan penvaluran Dana Desa
........ Kecamatan ........... Kabupaten Pemalang oleh Tim Fasilitasi Dana Desa
Kecamatan maka dinyatakan bahwa ;

1. Sudah memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi,
2. PPKD telah siap melaksanakan kegiatan Dana Desa Tahun 2020 Tahap I
3. Layak menerima penyaluran Dana Desa Tahun 2020 Tahap 111,

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, permohonan penyaluran Dana Desa
- Kecamatan ........... Kabupaten Pemalang untuk dapat ditindaklanjuti dan
bersama ini dilampirkan :
1. Berita Acara hasil verifikasi dokumen berkas permohonan penyaluran Dana
Deza Ttahap Il Tahun 2020;
2. Surat pernyataan Kepala Desa tentang penggunaan DD Tahap Il Tahun 2020;
3. Fotocopy buku Rekening Kas Desa |4 rungkap);
4. Lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa 4 (empat) lembar asli dan
1 {satu) lembar bermeterai Rp. 6000 -;
5. Laporan konvergensi stunting Tahun 2019,

Demikian untuk menjadikan maklum atas kerjasamanya diucapkan terima kasih,

Camat .......ceevemnvmiineiisiiiians
NIP,
Tembusan:
Disampaikan Kepada Yth ;
e a3 e S B
e s



FORMAT LEMBAR KONFIRMAS] FENERIMAAN FENYALURAN DANA DESA DI REKENING KAS DESA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KECAMATAN
DESA

Telah ternima dari @ Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal
Perbendaharaan selaku xuasa Pengguna Anggaran Penyvaluran DAK

Fisik dan Dana Desa

Untuk keperiuan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2020 Kabupaten

Dengan Rincian

N |
TAHAP | TANGGAL DITERIMA

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening
Nama Rekening
Nama Bank

JUMLAH

TERBILANG
([dengan huruf)
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LAPORAN KONVERGENS]I PENCECAHAN STUNTING TINGEAT DESA
TERHADAP SABARAN 1000 HARS I‘I;:t-:'_['ﬂ]-l.ﬁ EEHIDUPAN (HPEK)

RABUPATEN | KECAMATAN i
DIERA i TAHLIMN 1

TAREL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPE (IBU HAMIL Dn aNAK 0-23 BULAN

JUMLAH TOTAL 16U HAMIL ANAK 0-23 BULAN
SASARAN RUMAH TANGGA : GIZ1 KURANG |
TOTAL | KEK/RESTI | TOTAL
1.000 HPK _ GiZ1 BURUK/ STUNTING
JUMLAH

TABEL 2, HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN [DETEKSI DINI STUNTING)

JUMLAH TOTAL HLJAL RUMING MERAH
SASARAN | ANAK USIA 0-23
RULAN [NORMALJ RESIKC STUNTING) [TERINDIKAS] STUNTING)
JUMLAH
TABEL. 3 KELENGEAPAN HONVERGENS PAKET LATANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGH 1.000 HPX
SASARAN INCHEATOF: JURLAH i
| (PERIKSA 4 KAL! SELAMA KEHAMILAN
2 |MENDAPAT DAN MEMINUM PIL PB SELAMA ~0 HARI
3 |IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN FEMERIKSAAN NIFAS 3 EALI
i kR, 4 {MENGIKUT] KONSELING G121/ KELAS [0 MIMIMAL % Kall
i 5 [IHU HAMIL [KEK/RESTI) MERDAPAT KU UAGAN RUMAH BULANAN
B FRUMAH TANGCA THU HAMIL MEMILIK] AKSES AR MINUM AMAN
7 [RUMAH TARGGAIBL HAMIL MEMILIKL JAMIIAN LAYAK
B |MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN
I [ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT [MUNISAST DASAR LENGHAP
F | DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAT BLLAN
3 [DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN
A CORANG TUA/PENGASUR MENGIRUTI KONSELING GLZI BULANAN LAKT-LAKI | TOTAL
ANAK USIA .
0-23 BULAN | 5 |[KUNJUNGAN RUMAH BAGE ANAK GIZI HUEL K/ KURANG) STUNTING
(0-2 TAHUN] | 6 [RUMAH TANGGA ANAK (-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN
7 |RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAVBAN LAYAK
& |ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN
9 [ANAK 0-2 TH BULAM AKTA LAHIR
10| ORANG TUA/ PENGASUH MENGIKUTI FARENTING HULANAN (PALITY
ANAK : s
g 1 ANAK =26 TAHUN AKTIF DALAM KECIATAN PAUD MINIMAL 80 %,

TABEL 4, TINGKAT KONVERGENSI DESA

JUMLAH INCICATOR
O SASARAN
YANG DITERIMA | SEARUSNYA DITERIMA | [T CRAT KONVERGENS!

1 |EBL HAMEL

2 | ANAK D-23 BULAN

TOTAL TINGEAT KONVERGENS! DESA

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING

KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING

118 HIDARG JKEGIATAN TOTAL ALK AST DANA
ALOEASE DANA % [PERSEN]

BlDANG PEMBANGUNAN DESA

¢ |BIDANG PEMBERDAYAAN MASY ARAKAT
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